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BUPATI HALMAHERA TENGAH 

PROVINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH 

NOMOR 43 TAHUN 2022 

TENT ANG 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN lN�'ORMASI HUKUM 

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

BUPATI HALMAHERA TENGAH, 

a. bahwa dalam upaya meningkatka.n pelayanan kepada 

masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan 

infonnasi hukum secara lengk.ap, akurat, mudah dan 

cepat, perlu dilaksanakan pengelo!aan jaringan 

dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan 

tersclenggara dengan baik: 

b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (I) 

Peraturan Presiden Norn or 33 Tahun 2012 ten tang 

Janngan Ookumentasi dan lnfonnasi Hukum Nasional. 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Jaringan Dokumentasl dan lnformas1 Hukum 

Kabupaten Halmahera Tengah. 

c. bahwa berdasarkan pert.imbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas. perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan 

Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Kabupaten 

Halmabera Tengah; 

I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang 

Pembentukan Kabupaten Oaerah Tingk:at II Kabupaten 

Halmahera Tengah (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Noor 3420); 



Menetapkan 

2 Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Ttmur dan Kota Tidore 
Kepulauan di Provins, Maluku Utara [Lembaran Negara 
Republtk Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4264), 

3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Pubhk (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4846); 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 55871 

sebagrumana telah dtubah terakhtr dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 6573), 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 ten tang 
Janngan Dokumentast dan Informast Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 
Nomor 82), 

6 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelo!aan Pelayanan Informasi dan 
Dokumetasi 01 Lmgkungan Kementenan Dalam Negen 
dan Pemenntah Daerah (Benta Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245), 

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusta 

Repubhk Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, 

MEMUTUSKAN. 

PERATURAN BUPATI TENTANG JARINOAN DOKUMENTASI 
DAN INF'ORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN 
HALMAHERA TENGAH 
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BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati im yang drmakaud dengan· 

1 Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah, 
2 Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagat unsur 

Penyelengara Pemenntahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, 
3. Bupau adalah Bupatr Halmahera Tengah; 
4. Pemenntah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemenntahan oleh 

Pemenntah Daerah dan Dewan Perwak.Jlan Rakyat Daerah men urut asas otonorm 

dan tugas pembantuan dengan pnnstp ekonorm seluas-luasnya dalam sietem dan 
prmarp Negara Kesatuan Repubhk Indonesia sebagarmana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Repubhk Indonesia Tahun 1945, 

S. Jaringan Dokumentasi dan Informasr Hukum Kabupaten Halmahera Tengah, 
yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten Halmahera Tengah, adalah wadah 
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum eecara tertib, terpadu, dan 
berkesmambungan, serta merupakan sarana pembenan pelayanan informasr 
hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemenntah 
Kabupaten Halmahera Tengah, 

6 Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang 
undangan atau produk hukum se!am peraturan perundang-undangan yang 
meliputr namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, vunsprudensi. 

monografi hukum, artrkel majalah hukum, buku hukum, penelihan hukum, 
pengkajtan hukum, naskah akaderma, dan Rancangan Peraturan Perundang 
Undangan 

7 lnformasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam 
Dokumen Hukum. 

8 Pengelolaan Dokumentasi dan Intormasr Hukum adalah kegratan pengumpulan, 
pengolahan, penyrmpanan, pe!estarian, dan pendayagunaan mfonnasi hukum 

9 Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertuhs yang memuat norrna 
hukum yang mengtkat secara umum dan dibentuk atau drtetapkan oleh lembaga 
negara atau pejabat yang berwenang melalm prosedur yang duetapkan dalam 
Peraturan Perundang-Undangan 

BAB JI 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud drselenggarakannya JDIH Kabupaten Halmahera Tengah adalah untuk 
mengelola Dokumen Hukum dan Informasr Hukum di lmgkungan Pemenntah 
Kabupaten Halmahera Tengah dalam rangka membenkan Iavanan kepada 
masyarakat secara cepat. tepat, dan akurat 
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Pasal 3 

JDIH Kabupaten Halmahera Tengah bertujuan untuk. 
a menjamm tercrptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasr Hukum vang 

terpadu dan tenntegrasr di lmgkungan Pemenntah Kota Tidore Kepulauan; 
b menJamm ketersediaan dokumentasi dan mfonnas1 hukum yang lengkap dan 

akurat, eerta dapat dtakses secara cepat dan mudah; 
c. mengembangkan kerja sama yang efektJ.f antara pusat jarmgan dan anggota 

janngan serta antar sesama anggota jarmgan dalam rangka penyediaen 
dokumentasr dan mformasi hukum; dan 

d. meningkatkan kuahtas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik 
sebagru salah satu WUJUd ketatapemenntahan yang baik, traneparan, efekuf, 

efisien, dan bertanggung jawab khususnya di Pemerintah Kabupaten Halmahera 
Tengah, 

BAB lll 
JARINGAN DOKUMENTASJ DAN INPORMASI HUKUM 

Pasal 4 

JDIH bertugas melaksanakan pengelolaan dokumentast dan Informasr hukum yang 
drterbrtkan oleh Pemenntah Daerah 

Pasal 5 

Janngan Dckumentasi dan lnformast Hukum Kabupaten Halmahera Tengah dapat 
diaksea melahn Website WWV-.' haltengkab.jdthn go.rd 

BAB !V 

ORGANISASJ JDlH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

Bagian Kesa.tu 
Um um 

Pasal 6 

(1) Orgamsasr JDJH Kabupaten Halmahera Tengah terdni dan. 
a. Pusat JDJH, 

b Anggota JDIH 
(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Bagran Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
(3) Bagian Hukum Setda Halmahera Tengah sebagar Pusat JDIH membawahi 

Anggota JDIH 
(41 Anggota JDIH sebegarmana dtmaksud pada hurufb terdm dan 

a Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, 
b Bagian pada Sekretanat Daerah Halmahera Tengah; 
c Kecamatan/ Kelurahan/ Desa; 
d Sadan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Halmahera Tengah, dan 
e Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Halmahera Tengah. 
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HAH V 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagran Kesatu 

Pusat JD!H 

Pasal 7 

( I )  Pusat JDIH sebagarmana dimaksud dalam Paaal 6 ayat (1) huruf a, mernpunyar 
tu gas 

a merumuskan kebijakan pembmaan dan pengembangan JDIH Kabupaten 
Halmahera Tengah, 

b membenkan konsultasr terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota 
JDIH, 

c mengumpulkan, mengolah, menyimpan, pelestanan, dan pendayagunaan 

Dokumen Hukum yang dtterbrtkan oleh Pemenntah Kabupaten Ha.lmahera 

Tengah 
d mengelola, menata dan mengembangkan sistem informasi hukum berbasrs 

teknologr mformasi dan komunikast yang dapat dnntegrasrkan dengan 
website pusat JDIHN, 

e menyedrakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kabupaten Halmahera 
Tengah; 

f menyamparkan laporan kepada pusat JDIHN yartu Biro Hukum Setda 

Provmsr Maluku Utara sebagai Pusat JDIH dt Provmsi Maluku Utara dan 
Badan Pembmaan Hukum Nasional pada Kementenan Hukum dan Hak Asasr 

Manusra sebagar Pusat JDIH dr Tmgkat Nasional, dan 

g melaksanakan evaluasi dan momtonng terhadap pengelolaan JDJH 

Kabupaten Halmahera Tengah palmg sedikit 1 (satu) kah dalam setahun 
(2) Dalam me!aksanakan tugas sebagaimana drmaksud pada ayat (1), Pusat JDJH 

mempunyat fungsr sebagai pusat mformast dokumen hukum di lmgkungan 
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagarmana dnnaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditunjuk Tim Pelaksana JD!H 

(4) Penunjukan 1i.m Pelaksana JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupatr 

Bagian Kedua 
Anggota JDJH 

Pasal 8 

(1) Anggota JDIH sebagrumana rhmakaud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyar 
tugas 

a mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestankan, dan mendayagunakan 
Dokumen Hukum yang drterbitkannya, 

b menyedtakan dan menyebarluaskan informasr hukum dt hngkungan kerja 
dan masyarakat, dan 

c me\aporkan sccara berkala mengena, pelak,;anaan pengelolaan JDIH kepada 
Pusat JDIH, 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagarmana dirnaksud pada ayat (I), Anggota JDIH 

mempunyar fungsr eebagai pengelnla dokumen dan informaai hukum di 
lingkungannya 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 
ayat (2) drtunjuk I (satu) orang Pelaksana JDJH. 

(4) Penunjukan Pelaksana JDIH sebagarmana dtmaksud pada ayat (3) dttetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

( I )  Bupatr melakukan pembmaan dan pengawasan terhadap penye\enggaraan JD!H 
Kabupaten Halmahera Tengah yang drlakukan oleh para Petugas JDIH 

(2) Pembmaan sebagaimana dunaksud pada ayat (1), dtlakukan melalur. 
a brmbrngan pengelolaan JDIH, 

b konsultasi pengelolaan JDIH, 
c. faailitasr perternuan JDIH; dan 
d. kcordmasi pengelolaan JDIH 

(3) Pengawasan sebagarmana dnnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
pengelolaan dokumen Hukum pada Pusat dan Anggota JDIH 

(4) Kewenangan pembmaan dan pengawasan sebagarmana drmaksud pada aj.at (1) 

dapat dilimpahkan kepada Kepala Bagran Hukum Setda Halmahera Tengah; 

BAB Vil 

PENGELOLAAN JD!H 

Pasal 10 

Kegtatan pengelolaan JDIH melipun 
a pengumpu!an Dokumen Hukum, 
b. pengolahan Dokumen Hukum, 

c penyrmpanan Dokumen Hukum, 
d pelestanan Dokumen Hukum, dan 

e. pendayagunaan Dokumen Hukum 

Pasal 1 I 

(1) Jems Dokumen hukum yang drkelola oleh Pusat JDIH mehputJ. 

a. Peraturan Daerah; 
b Peraturan Bupatt, 

c Keputusan Bupati, 

d Keputusan Bu pati yang dttandatangaru oleh Sekretaris Daerah, 
e Putusan Pengadilan, 
f. Monografi hukum, dan/atau 
g Arnket majalah hukum 
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(2) Dokumen hukum dikelola oleh Anggota JDIH meliputi: 
a. Keputusan Kepala Oaerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD; 
b. Peraturan Desa/Kepala Desa; 
c. Peraturan dan Keputusan Ptmpinan BLUD; dan/atau 
d. Peraturan dan Keputusan Oirektur Sadan Usaha Milik Daerah {BUMO). 

BAB Vlll 

ANGGARAN 

Pasal 12 

Biaya penye!enggaraan JD!H Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 
Undangan; 

BABlX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pas.al 13 

Peraturan Bupati ini mu\ai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya da!am Bcrita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. 

Ditetapka di Weda 
Pada tanggal 13 Juh 2022 

BUPATI HALMAHERA TENGAH, 

EDI LANGKARA 

Diundangkan di Weda 
Pada tangga\ \3Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, 

SERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 569 
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(2) Dokumen hukum dikelola oleh Anggota JD!H meliputi: 
a. Keputusan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD; 
b. Peraturan Desa/Kepala Desa; 
c. Peraturan dan Kepurusan Plmpinan BLUD; dan/ataw 
d. Peraturan dan Keputusan Direktur Sadan Usaha Milik Daerah /BUMDJ. 

BAB VIII 

ANGGARAN 

Pasa1 12 

Biaya penyelenggara.an JDIH Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketenman Peraturan Perundang 
Undangan; 

BABIX 
Kh'TENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Pereruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkAn. 
Agar setiap orang mengetahwmya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. 

Ditetapka di Weda 
Pada tanggal 13 Juu 2022 

BUPATI HALMAHERA TENGAH, 

EDI l..ANGKARA 

Diundangkan di Weda 
Pada tanggal !3Jwli 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, 

YAN'l'O M. ASRI 

BERJTA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 569 
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